KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAROPEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN
NOMOR: 10/PL.02.7-Kpt/9115/KPU-Kab/11/2021
‘ TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAROPEN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN,

Menimbang - a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 Februari
2021, dengan amar putusan mengadili Dalam Eksepsi
Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait
berkenan dengan kedudukan hukum Pemohon
beralasan menurut hukum dan Menyatakan Pemohon
tidak memiliki kedudukan hukum, Dalam Pokok
Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak
dapat diterima;
| b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
| Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 Februari
2021, dengan amar putusan mengadili Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait :
berkenan dengan kedudukan hukum Pemohon |
beralasan menurut hukum dan Menyatakan Pemohon |
tidak memiliki kedudukan hukum, Dalam Pokok
Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak
dapat diterima;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 aya;t

(4) Peraturan Komlm Pemilihan Umum Nomor,?



Mengingat

dan Wakil Bupatl dan/ atau Wah Kota dan’W‘akth

Kota; 01 W
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Waropen tentang Penetapan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Papua bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Empat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan
Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua




. nesia Nomor 4801) seba elah  diubah
" dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tetang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
28 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
E Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6512);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Perubahan . . .




dan Penctapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
I dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
| Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
7. Peraturan Komisi Pemillhan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara

Republik . . .




ko) (asitaenogers Repubik IndonmmiaiTatmn

| 12020 Nomor 615); &

e 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

L Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi |
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) |
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang |
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil ‘
Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana 5
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen
Nomor 173/PL.02.3-Kpt/9115/KPU-Kab/I1X/2020
tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun
2020;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen
Nomor 174 /PL.02.3-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020
tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan
Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2020;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen

Nomor . . .




Waropen Nomor 12/PL.02. 7-BA/91 IS/KPU-Kab/II/ 2021
tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Waropen Tahun 2020 tanggal 19 Februari 2021;

: MEMUTUSKAN :
| Menetapkan . KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAROPEN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAROPEN TAHUN 2020.
E KESATU . Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020
adalah sebagai berikut:
- Nama Calon Bupati : YERMIAS BISAI, S.H
- Nama Calon Wakil : LAMEK MANIAGASI, S.E
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Bupati
- Nomor Urut : 4 (Empat)
- Perolehan Suara : 16.529 (Enam Belas Ribu
Lima Ratus Dua Puluh
Sembilan) Suara
- Partai : 1. Partai Demokrat
Politik/ Gabungan 2. Partai Hati Nurani
Partai Politik Rakyat (HANURA)
Pengusul 3. Partai Keadilan

Sejahtera (PKS)
4, Partai Bulan Bintang
(PBB)

KEDUA .
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